PAGE  
5

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata,dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi ditetapkan kepada daerah kabupaten/kota ,maka diperlukan sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah),agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan kepada daerah.oleh karena itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja,khususnya dalam bidang pemungutan pajak /retribusi,dipakai sistem MAPEDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah).Dengan sistem MAPEDA,petugas melaksanakan kepeda wajib pajak “door to door”.

Guna tewrdapat keseragaman struktur DIPENDA diseluruh indonesia,dikeluarkan keputusan menteri dalam negri no. 23 tahun 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja DIPENDA tingkat 1, yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat 11 bandung dikeluarkannya PERDA no. 11 tahun 1989 tanggal 30 oktober 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja DIPENDA kotamadya daerah tingkat 11 bandung dengan dikeluarkannya keputusan mendagri no. 23 tahun 1989, perlu disusun sistem dan prosedure perpajakan, retribusa daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedure perpajakan ,retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ,serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten/kotamadya daerah tingkat 11 seluruh wilayah indonesia /yang lebih dikenal dengan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah)

Dengan diberlakukannya MAPATDA ,maka sistem pemungutan pajak / retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan saecara “door to door”menjadi “self assetment”, yaitu wajib pajak menyetor langsung kewajiban pembayaran pajaknya ke DIPENDA.

2.2 Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja yang didalamnhya terdapat bermacam-macam fungsi dari tiap bagian ,dimana mereka saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas0tugasnya.Dengan adanya struktur organisasi diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang teratur dan harmonis untuk mencapai tujuan yang optimal

srtuktur organisasi pemerintah kota bandung dapat dilihat pada lampiran 1 dan adapun Struktur Organisasi bagian Pajak Hotel DIPENDA Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :.


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pajak Hotel DIPENDA Kota Bandung

Sumber : UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 84 Tahun 2000

2.3 Deskripsi Jabatan

Dalam pelaksanaannya Sub Dinas Pajak Hotel dibantu 8 (delapan) bagian yaitu Petugas Pendataan, Arsip Koordinator, TU Dafda, Dolata, Seksi Penetapan, Kepala Sub Din Pajak, BKP, dan P.2.O / Pengendalian. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Petugas Pendataan

a. Adalah orang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mendata potensi pajak di setiap badan usaha (wajib pajak). Dengan membawa formulir (5 lampiran) yang harus diisi oleh wajib pajak sesuai dengan potensi yang ada ;

b. Menandatangani formulir SPTPD di depan wajib pajak ;

2. Arsip Koordinator

Mengetahui jumlah potensi yang ada dimasing-masing wajib pajak serta menyimpan satu lampiran SPTPD (sebagai arsip).

3. TU Dafda

a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendapatan pajak;

b. Menyusun rencana dan program Pendaftaran dan Pendataan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala Sub Din Pajak pada DIPENDA;

c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan;

d. Menyiapkan, menerima, mengirimkan formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah yang meliputi formulir pendaftaran, formulir SPTPD, kartu data, dan kartu NPWPD;

e. Mencatat daftar induk wajib pajak, daftar wajib pajak pergolongan;

f. Membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

g. Melaksanakan pemeriksaan kelapangan guna penentuan besaran omset;

h. Menyerahkan kartu data wajib pajak kepada unit kerja yang membidangi proses penetapan;

i. Menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;

j. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

k. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada kepala Sub Din Perencanaan Program pada DIPENDA.

4. Dolata

Melakukan pengolahan dan pencetakan data dan menjadi himpunan SPTPD.

5. Seksi Penetapan

a. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penetapan pada Sub Din Pajak dibidang penetapan pajak;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penetapan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala Sub Din Pajak pada DIPENDA;

c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penetapan pajak;

d. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak Daerah atas dasar kartu data;

e. Menerbitkan SKPD dan SPTPD;

f. Memeriksa kembali SKPD dan SPTPD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Sub Din Pajak;

g. Mendistribusikan SKPD dan SPTPD kepada wajib pajak;

h. Mendistribusikan SPTPD ke Sub Din Pengendalian;

i. Menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;

j. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

k. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada kepala Sub Din Perencanaan Program pada DIPENDA;

6. Kepala Sub Din Pajak

a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Din Pajak dalam bidang perpajakan;

b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Din Pajak sesuai dengan kebijakan dan arahan dari kepala DIPENDA;

c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;

d. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target pendapatan daerah;

e. Menyiapkan dan menyusun konsep penetapan besarnya pajak daerah;

f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak daerah;

g. Menyiapkan dan membuat konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi kepala dinas;

h. Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan;

i. Menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan PerPu yang berlaku;

j. Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan DIPENDA dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta semua pendapatan daerah lainnya;

k. Memberi masukan, saran dan informasi kepada kepala dinas dan unit kerja lain dilingkungan dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas dinas;

l. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas;

m. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada kepala Sub Din Perencanaan Program pada DIPENDA;

7. BKP

a. Tempat pembayaran Pajak terutang oleh wajib pajak;

b. Mendistribusikan bukti pembayaran dari wajib pajak ke seksi pembukuan sebagai arsip pembayaran pajak daerah;

8. P.2.O / Pengendalian

a. Menerima arsip SPTPD sebagai dasar perbandingan untuk pajak selanjutnya;

b. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Din pengendalian dalam bidang Verifikasi dan penyitaan, pengendalian dan penerimaan lain-lain serta tunggakan dan keberatan.

2.3 Aspek Kegiatan Perusahaan

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung maka perusahaan menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk :

a. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak atau wajib retribusi;

b. Program menyusun atau menghitung potensi pajak atau retribusi;

c. Program penyusunan standar pengolahan data;

d. Program pendayagunaan petugas;

e. Program penyusunan sistem informasi dan komunikasi;

f. Program penyusunan penagihan pajak tertentu;

g. Program peningkatan kualitas SDM;

Sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan organisasi sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan pendapatan wajib pajak atau retribusi;

b. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak atau retribusi;

c. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak atau retribusi;

d. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak;

e. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari wajib pajak atau wajib retribusi;

f. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.

g. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak;

h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai data;

Visi

Proposional dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Prima dalam pelayanan

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diwujudkan dimasa yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi diatas maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai perencanaan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;

2. Menciptakan aparat yang teliti dan masyarakat yang sadar untuk membayar pajak;

3. Menciptakan akuntabilitas publik;

4. Mewujudkan kinerja ekonomis, efeksif, efisien, dan akuntabel;

5. Menciptakan SDM yang mempunyai ideisme dan profesionalisme;

6. Menciptakan administrasi, monitoring, dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan letak ukur memandirikan dalam otonomi daerah;

7. Meningkatkan sitem pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. Diharapkan terjadinya feed back (umpan balik) yang positif atau timbulnya kesadaran untuk membayar pajak;


Sedangkan motto DIPENDA kota Bandung adalah “ Kuingin Engkau Tersenyum Puas “ itu merupakan suatu nilai yang perlu diterapkan pada setiap pertugas DIPENDA. Yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap wajib pajak atau retribusi.
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